
 
 

  
 

 

 

 
 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 
Nomor : P.31/MenLHK-II/2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 
P.59/MENHUT-II/2011 TENTANG HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (8) 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan 

Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 2008, telah ditetapkan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2011 tentang Hutan Tanaman 

Hasil Rehabilitasi; 

  b. bahwa untuk pemanfaatan kayu bagi korban bencana alam pada 

areal yang terdapat tanaman hasil rehabilitasi, perlu mengubah 
beberapa ketentuan dalam pengaturan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2011 
tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4412);  

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3687); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

4. Undang-Undang ... 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5432); 

6. Undang-UndangNomor23Tahun 2014tentangPemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014Nomor244,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor5587); 

7. PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan 
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4814); 

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja 
Periode 2014-2019; 

9. PeraturanPresiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 8); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2011 
tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 447); 

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.18/MenLHK-II/2015tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Lingkungan Hidup(Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 713); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.59/MENHUT-II/2011 

TENTANG HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-
II/2011 tentang HutanTanaman Hasil Rehabilitasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 447), diubah sebagai berikut: 
 

 
1. Ketentuan ... 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 

12 yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa 
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 
longsor. 

 

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 7A, 
yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7A 

(1) Dalam hal kawasan hutan yang arealnya digunakan untuk penanggulangan 
bencana alam dan terdapat tegakan hasil rehabiltasi, Menteri menugaskan 

pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menunjuk langsung 
pihak ketiga dalam pemanfaatan tegakan hutan tanaman hasil rehabilitasi. 

(2) Pemanfaatan tegakan hutan tanaman hasil rehabilitasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), wajib membayar PSDH, DR, dan penggantian nilai 
tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

 

Pasal II 

 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

       Ditetapkan di Jakarta 
       pada tanggal 1 Juli 2015 
 

       MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

       KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

                      ttd. 
 

       SITI NURBAYA 

 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Juli 2015 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd. 
 

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1002 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM, 
 

     ttd. 
 
KRISNA RYA 


